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ABSTRAK 
Perkawinan adalah suatu proses penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam 
membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, karena itu perkawinan dianggap sebagai unsur 
yang sangat penting dalam meneruskan kehidupan manusia dalam  rangka menuju hidup sejahtera. 
Pada dasarnya perkawinan yang berlaku di Indonesia baik menurut hukum  islam maupun  hukum 
perdata keduanya berasaskan monogami. Asas perkawinan menurut hukum islam  adalah  monogami 
tidak mutlak. Artinya, hukum  islam tidak melarang seorang laki-laki untuk mempunyai istri lebih 
dari seorang (poligami). Poligami biasanya dilakukan apabila dalam keadaan darurat , contohnya 
apabila istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri dan tidak dapat melahirkan keturunan, 
karena keturunan merupakan hal penting dalam perkawinan. Poligami di izinkan apabila yang 
mengajukan permohonan poligami telah memenuhi syarat dan prosedur  yang ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan  normative. Pendekatan normatif adalah  meneliti dari segi 
peraturan perundang-undangan dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder. Dapat 
disimpulkan bahwa permohonan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 kemudian Peraturan 
Pemerintah  No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, apabila seorang 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) melanggar ketentuan yang tercantum pada Undang-undang dan PP 
(Peraturan Pemerintah) tersebut, maka akan diberikan sanksi dan dapat diajukan pembatalan 
perkawinan. 
Kata Kunci: Poligami Dalam Pandangan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Izin Poligami Bagi 
Pegawai Negeri Sipil, Akibat Hukum Poligami Pegawai Negeri Sipil. 
 
ABSTRACT 
Marriage is a process of unification between a man and a woman to form a happy home and a 
prosperous, because the marriage is considered as a very important element in human life in order to 
continue towards a prosperous life. Basically marriage prevailing in Indonesia, both according to 
Islamic law or civil law is based both monogamous. The principle of marriage according to Islamic 
law is not absolute monogamy. This means that Islamic law does not forbid a man to have more than 
one wife (polygamy). Polygamy is usually done when in an emergency, for example if the wife is not 
able to perform his duty as a wife and could not give birth to offspring, as offspring are important in a 
marriage. Polygamy is permitted when applying for polygamy has qualified and procedures 
established by the legislation in force for the community, especially for Civil Servants. This study uses 
normative approach. Normative approach is examined in terms of legislation and sources of data 
used comes from secondary data. It can be concluded that the application for a permit polygamy for 
Civil Servants (PNS) must be in accordance with Law No. 1 of 1974, Government Regulation No. 10 
1983 then Government Regulation No. 45 of 1990 on Marriage and Divorce Licensed for civil 
servants, if a civil servant (PNS) violate the provisions contained in the Act and PP (Government 
Regulation), it will be sanctioned and may be filed annulment of marriage. 
 
Keywords: Polygamy In view of Law No. 1, 1974, Permit Polygamy For Civil Servants, Law 





Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal tersebut sesuai dengan 
Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Pembentukan keluarga yang bahagia itu 
erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak 
menjadi hak dan kewajiban orang tua. Tujuan  perkawinan  menurut perundang-
undangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, mendapatkan keturunan dan 
menegakkan keagamaan, dalam  kesatuan keluarga yang bersifat parental.
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Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan 
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaan itu”. menurut Islam adapun rukun perkawinannya yaitu:2 calon 
Pengantin Pria, calon pengantin perempuan, wali nikah, dua orang saksi, akad ijab 
dan qabul.  
Perkawinan tidak selalu berjalan harmonis dan sejalan. Hal tersebut bisa di 
sebabkan karena keinginan memiliki keturunan yang terkendala atau suami jatuh cinta 
pada wanita lain. Keturunan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah 
perkawinan, akan tetapi hal tersebut terkendala karena istri tidak dapat melakukan 
kewajibannya sebagai istri atau tidak dapat melahirkan keturunan karena penyakit. 
Hal-hal tersebut yang menyebakan seorang suami ingin menikah lebih dari seorang 
(poligami). 
Poligami hanya dapat dilakukan apabila dalam keadaan darurat atau karena 
sebab-sebab tertentu saja. Contohnya, karena suami ingin memiliki keturunan namun 
istrinya tidak dapat melahirkan keturunan. Poligami di anggap sebagai hal yang tabu 
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di masyarakat, tapi poligami juga memiliki manfaat yaitu agar seseorang dapat 
meneruskan keturunannya dan menghindari perselingkuhan dan perzinahan.  Hal 
tersebut juga di jelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
menyebutkan bahwa “Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri”, 
artinya boleh dilakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap dalam suatu 
perkawinan dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang 
wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal tersebut diatur lebih lanjut pada 
Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  yaitu “Pengadilan dapat 
memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila 
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Artinya hal tersebut membuka 
peluang bagi seorang suami ingin jika berpoligami dengan harus terpenuhinya 
ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dalam hal seorang suami memungkinkan 
untuk meminta izin kawin lebih dari seorang.
3
 
 Poligami bisa dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan 
di daerah tempat tinggalnya, pengajuan permohonan poligami ini bisa terlaksana 
apabila ada kesepakatan kedua belah pihak yaitu istri dan suami serta izin dari pejabat 
terkait apabila yang mengajukan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan 
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil syarat-syarat poligami yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut juga mengatur syarat yang sama 
mencakup syarat alternatif dan  syarat kumulatif, syarat alternatif yaitu apabila istri 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau 
penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan apabila Istri tidak dapat melahirkan 
keturunan. Syarat komulatif yaitu harus ada persetujuan dari istri/istri-istri, Pegawai 
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Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk 
membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat 
keterangan Pajak Penghasilan, adanya jaminan tertulis Pegawai Negeri Sipil  yang 
bersangkutan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
4
 
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana  prosedur 
pemberian izin berpoligami bagi PNS di Wilayah Wonogiri? (2) Apa pertimbangan 
pejabat yang berwenang dalam memberikan izin untuk berpoligami bagi Pegawai 
Negeri Sipil ? (3) Apaakibat hukumnya yang timbul dari izin poligami PNS tersebut? 
Manfaat Penelitian ini adalah: (1) Hasil penelitian ini dapat memberikan 
sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum terkait dengan 
Pemberian Izin Berpoligami bagi PNS dan Akibat Hukumnya. (2) Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai 
bagaimana pemberian izin berpoligami bagi PNS dan akibat hukumnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
Secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode normatif. Pendekatan 
normatif adalah  meneliti dari segi peraturan perundang-undangan dan sumber data 
yang digunakan berasal dari data sekunder.
5
 Dalam  penelitian ini hukum  
dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang 
dibuat oleh lembaga  negara yang berwenang atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah 
atau norma yang berhubungan dengan permohonan izin poligami bagi Pegawai 
Negeri Sipil dan akibat Hukumnya. 
Sumber data yang digunakan ialah : (1) Bahan hukum primer yakni berkaitan 
erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang akan penulis teliti. (2) 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
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terhadap bahan hukum primer, seperti buku hukum perkawinan, buku hukum 
kepegawaian, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat 
para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.  (3) Bahan hukum 
tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 
hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Prosedur Pemberian Izin Berpoligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Wilayah 
Wonogiri 
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa 
“Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri”, artinya boleh 
dilakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap dalam suatu perkawinan dimana 
seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh 
mempunyai seorang suami. Hal tersebut diatur lebih lanjut pada Pasal 3 ayat (2) 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  yaitu “Pengadilan dapat memberikan izin kepada 
seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak 
yang bersangkutan”,  pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah istri 
Pemohon. Pengadilan tersebut harus mempertimbangkan bahwa harus ada jaminan 
suami mampu menghidupi istri-istri dan anak-anak mereka dan mampu menjamin 
berlaku adil bagi istri-istrinya. 
Prosedur dan tata cara permohonan izin beristeri lebih dari seorang  
(berpoligami) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara khusus diatur dalam PP Nomor 
10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 
Pada pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan 
beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”. 
Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa “Permintaan Izin sebagaimana 
 
 
dimaksud dalam Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui surat tertulis”. Pasal 5 ayat 
(2) menjelaskan setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri 
Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri 
lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib 
memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran 
hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai 
tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut. 
 
Pertimbangan Pejabat Yang Berwenang Dalam Memberikan Izin Berpoligami 
Bagi Pegawai Negeri Sipil 
Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan “Suami yang 
hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari Pengadilan 
Agama”.Berdasarkan ketentuan tersebut berarti seorang suami harus mengajukan 
permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang secara tertulis yang ditujukan 
kepada Pengadilan Agama setempat dimana Pemohon dan Termohon bertempat 
tinggal. 
Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang ini 
wajib memperhatikan denganseksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat 
pemintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan. Demikian yang 
disebut dalam Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 45 tahun 1990 yang berbunyi “Pejabat yang 
menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang 
dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai 
Negeri Sipil yang bersangkutan”. 
Sebelum mengambil keputusan, pejabat atau atasan tersebut memanggil 
Pemohon atau bersama-sama dengan istri atau Termohon  untuk diberi nasihat, hal 
 
 
tersebut diatur dalam pasal 9 ayat (3) PP Nomor 45 Tahun 1990 yang 
berbunyi“Sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat”. 
Pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, hakim pemeriksa Pengadilan Agama 
Wonogiri berpendapat dan berkesimpulan, bahwa permohonan Pegawai Negeri Sipil 
mengenai izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami) cukup alasan untuk 
dikabulkan.Karena Pegawai Negeri Sipil tersebut telah memenuhi semua persyaratan 
yang telah ditentukan, baik syarat alternatif maupun syarat komulatif. 
Pertimbangan pemberian izin berpoligami tidak hanya dilihat dari izin yang di 
berikan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah atasan Pemohon yang 
acuan pertimbangannya diatur dalam  pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan  pasal 12 
PP nomor 45 tahun 1990 dan  pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4) PP Nomor 10 
tahun 1983, tapi  pertimbangan tersebut harus saling bersesuaian dengan 
pertimbangan hakim yang memeriksa kelengkapan syarat-syarat Pemohon, baik 
syarat alternatif dan syarat komulatif sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ayat (2) 
dan ayat (3) PP Nomor 10 tahun 1983, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil 
Pemohon dan fakta dalam persidangan.  Karena Pemohon telah memenuhi semua 
syarat alternatif,  syarat komulatif yang di perkuat dengan bukti-bukti maka hakim 
mengabulkan permohonan poligami Pemohon. 
 
Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pemberian Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri 
Sipil 
Dikabulkannya permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang 
(berpoligami) dalam putusan Nomor: 1729/Pdt.P/2013/PA.Wng dan telah 
berkekuatan hukum tetap, yang pada intinya mengabulkan permohonan Pemohon 
 
 
mengenai izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami). Dengan dikabulkannya 
permohonan tersebut, maka Pemohon telah mempunyai izin yang sah berdasarkan 
putusan tersebut untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon. Selain itu 
dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka akan timbul akibat-
akibat hukum yang lain, pada dasarnya suatu perbuatan hukum tentunya juga akan 
menimbulkan suatu akibat hukum pula. 
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 
yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.Jika dilihat dari bunyi pasal tersebut, 
maka dapat disimpulkan bahwa istri kedua Pemohon yang dinikahi secara poligami 
adalah menjadi istri yang sah.Karena Pemohon melakukan poligami berdasarkan pada 
prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang dan 
agamanya. 
Ketentuan pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
segala sesuatu harta benda yang diperoleh antara suami dan isteri kedua selama dalam 
perkawinannya menjadi harta bersama antara suami dan istri keduanya tersebut. 
Selain itu juga dalam undang-undang yang sama diatur pada Pasal 30 menyatakan 
bahwa “Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga 
yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. Pasal 33 undang-undang no. 1 tahun 
1974 “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan 
memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. Dengan demikian tetap 
dalam tujuan perkawinan seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang No.1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan. 
Wawancara dengan Ibu Nur Habibah selaku salah satu hakim di Pegadilan 
Agama Wonogiri. Beliau mengatakan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari 
pemberian izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) antara lain: isteri kedua 
 
 
menjadi istri yang sah; kedudukan istri pertama, kedua, ketiga atau keempat, semua  
memiliki kedudukan yang sama. Hal tersebut di buktikan dengan adanya KARIS 
(Kartu Istri) khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS).Akan tetapi untuk tunjangan hanya 
istri pertama saja yang mendapat tunjangan dari pemerintah sedangkan istri kedua, 
ketiga dan keempat hanya di bagi rata dari gaji suaminya.Namun tunjangan tersebut 






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada 
bab sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan-kesimpulan sebagai 
berikut : 
Pegawai Negeri Sipil pria yang ingin berpoligami wajib mengajukan izin secara 
tertulis terlebih dahulu dari pejabat dengan disertai alasan-alasan yang mendasari 
keinginannya tersebut.Izin tersebut hanya dapat diberikan jika memenuhi sekurang-
kurangnya satu syarat alternatif dan semua syarat kumulatif. Apabila semua sudah 
mendapat  izin dari pejabat bersangkutan, kemudian  mengajukan permohonan 
poligami tersebut ke Pengadilan Agama setempat untuk di periksa kelengkapan 
kelayakan PNS yang akan berpoligami agar mendapatkan izin yang sah dari 
pengadilan untuk berpoligami. 
Pejabat atau atasan dari PNS yang akan melakukan poligami 
mempertimbangkan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh PNS tersebut dalam hal 
ini adalah syarat alternatif dan syarat komulatif yang telah di atur dalam  PP Nomor 
10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990, sedangkan di Pengadilan Agama, 
hakim memeriksa syarat alternatif dan syarat komulatif, dalam hal pengajuan izin 
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poligami oleh PNS Hakim yang memeriksa juga mempertimbangkan apakah izin 
poligami ini sudah mendapat persetujuan dari istri pertama, hakim juga memeriksa 
apakah PNS yang akan berpoligami tersebut mampu berlaku adil terhadap istri-
istrinya serta apakah PNS yang bersangkutan layak dan  mampu dalam  memenuhi 
kebutuhan anak dan istri-istrinya. Hal-hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan 
saksi-saksi di persidangan dan bukti-bukti yang ada di persidangan sebagai 
pertimbangan hakim. 
Pegawai  Negeri Sipil (PNS) diperbolehkan baik secara hukum dan agama untuk 
menikah  lagi, istri kedua menjadi istri yang sah, kedudukan antara istri pertama dan 
kedua mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama, serta munculnya harta 
bersama antara suami dengan istri pertama dan juga istri kedua, jika seorang PNS 
(Pegawai Negeri Sipil) terbukti melakukan poligami tanpa ijin sesuai dengan 
peraturan yang berlaku maka seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bersangkutan 
melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam PP No.45 tahun 1990, dan 
melakukan perkawinan, perceraian atau poligami menyalahi prosedur, maka akan 
mendapatkan Sanksi yaitu sanksipidana dan sanksi disiplin bagi kepegawaian sesuai 
yang diaturberdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980  tentang Peraturan Dispilin 
Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil dan dapat diajukan pembatalan perkawinan. 
 
 Saran 
Setelah penulis memberikan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan 
diatas, maka selanjutnya penulis ingin memberikan beberapa saran-saran yang 
berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Permohonan Izin Berpoligami Bagi Pegawai 
 
 
Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya (studi kasus putusan nomor 
1729.Pdt.G/2013/PA.Wng). 
Pertama, mekanisme pemberian izin berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Pengadilan Agama Wonogiri diharapkan agar lebih di pertimbangkan lagi baik dari 
syarat-syaratnya terutama izin dari atasan/pejabat.Walaupun  Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan siap menerima resiko apabila tidak mendapatkan izin dari pejabat 
atau atasannya. 
Kedua, PNS yang akan melakukan poligami, PNS tersebut harus memikirkan 
lebih jauh lagi apakah  dasar atau  alasan  poligami sudah  tepat dan  mendesak atau 
tidak. PNS tersebut juga harus memikirkan akibat yang timbul dari poligami tersebut 
apakah dia sanggup menghidupi anak dan istri-istrinya dan mampu berlaku adil. 
Selain itu, PNS tersebut harus melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan dan 
telah diatur dalam peraturan yang berlaku. 
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